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ABSTRAK
Nama : Sulaeha
Nim : 30400109026
Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin Filsafat & Politik / Sosiologi Agama
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Keluarahan Pa’Baeng-Baeng
Kecamatan Tamalate Kota Makassar
.
Skripsi ini adalah suatu kajian ilmiah yang membahas tentang
pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan
Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan mengggunakan
suatu tinjauan sosiologi agama.
Pemberdayaan Masyarakat adalah salah satu program pemerintah yang
ingin menanggulangi kemiskinan  dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat
yang bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu
meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat
melalui kegiatan-kegiatan swadaya, agar mereka mampu membantu diri mereka
sendiri.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat penelitian
kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan tujuan untuk
menggambarkan pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan sosial ekonomi
masyarakat di kelurahan Pa’baeng-Baeng.
Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan
Pemerintah dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Pa’baeng-Baeng.
Sebagai hasil yang dapat di simpulkan penulis dalam skripsi ini adalah
bahwa pemberdayaan masyarakat sangat berperan penting bagi masyarakat karna
masyarakat mulai menyadari peran mereka dalam proses pembangunan sehingga
masyarakat dapat berperan dalam  peningkatan sosial ekonomi mereka.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan
salah satu syarat mutlak pada era kebebasan dan keterbukaan ini.Pengabaian terhadap
faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan
terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan implikasi lain
deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi
proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah berhasil
membawa perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
Perbaikan pelayanan tersebut akan makin baik kalau di dukung  oleh sistem
pemerintahan yang demokratis, terbuka, akuntabel dan memberi ruang partisipasi
yang luas bagi masyarakat. Dengan sistem seperti itu maka tujuan akhir dari otonomi
Daerah berupa peningkatan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat akan dapat
tercapai.1
Beberapa hambatan yang di peroleh masyarakat dalam memperoleh layanan
yang di mulai dari tingkat kelurahan memperlihatkan berbagai kelemahan antara lain
:
1http://www.pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, 8 juni
2008
1. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur
pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan
penanggung jawab instansi . Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun
harapan masyarakat sering kali lambat atau bahkan di abaikan sama sekali.
2. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya di sampaikan kepada
masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
3. Kurang koordinasi berbagai unit pelayanan satu dengan lainnya sangan kurang
berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih atau pun pertentangan
kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang
terkait.
4. Birokrasi. Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan ) pada umumnya di lakukan
dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan
penyelesaianpelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian
masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (front line staff) untuk dapat
menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat
untuk bertemu dengan penanggung jawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan
masalah yang terjadi ketika pelayanan di berikan, juga sangat sulit. Akibatnya,
berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk di selesaikan.
5. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat
pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari
masyarakat. Akibatnya pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada
perbaikan dari waktu ke waktu. .Berdasarkan pertimbangan tersebut, implementasi
otonomi daerah haruslebih berorintasi pada upaya “pemberdayaan” daerah, bila di
lihat dari konteks kewilayahan (terotorial), sedangkan bila di lihat dari struktur
tata pemerintahan berupa pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola
sumber-sumber daya yang dimilikinya dengan tetap berpegang pada prinsip-
prinsip kesatuan bangsa dan negara. Kemudian dalam konteks kemasyarakatan,
pemberdayaan yang diupayakan harus lebih berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat di masing-masing daerah, sehingga mereka bisa lebih berpartisipasi
dalam pembangunan, khususnya di daerah sendiri, sesuai dengan potensi dan
kemampuan masing-masing.
Berkenaan dengan peningkatan kualitas program pembangunan, banyak hal
yang harus di perhatikan oleh masyarakat. Di antaranya harus mampu menciptakan
sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak dari
langkah awal (perencanaan) hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang di
harapkan dari setiap program pembangunan daerah dapat terwujud. Dengan
demikian, maka tujuan dan dampak yang di timbulkan dari program pembangunan
benar-benar dapat bermamfaat bagi masyarakat.2
Dengan adanya program ini maka masyarakat merasa terbantu, sebagaimana
dikatakan dalam  Al-Qur’an di Qs. Al-Maidah Ayat 2 :
2Nazir,Mohammad,1999,Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta hal. 59
 ...


 ...
Terjemahnya : Dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan )
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran ( Qs. Al-Maidah Ayat 2 ).
Sehubungan ayat diatas maka Program yang dilakukan tersebut merupakan
jembatan bagi masyarakat untuk berupaya menolong masyarakat terutama masalah
perekonomiannya yang merupakan penyebab terjadinya kemiskinan.
Daerah kumuh yang merupakan akibat dari berbagai aktifitas yang kurang
bertanggung jawab juga  akibat dari ketidak merataan pembangunan suatu kota,
merupakan penyebab utama terjadinya kantong-kantong kemiskinan kota . ini adalah
salah satu masalah sosial yang sampai dengan saat ini sulit terpecahkan, dan nyaris
mustahil dapat di selesaikan hanya dalam hitungan satu dua tahun.
Kota yang berhak mengklaim sebagai kota besar yang maju sesungguhnya
harus berkaca pada dua hal :Pertama, sejauh mana kota itu ikut berpartisipasi dalam
proses pemberdayaan penduduknya, khususnya penduduk miskin yang belum
mempunyai akses dan cenderung menyebabkan berbagai macam masalah, dan di
antaranya adalah masalah kumuh. Kedua, sejauh mana penduduk kota yang tergolong
marjinal telah berhasil di entas dari kungkungan kemiskinan , dan sejauh mana
kesenjangan sosial telah di eliminasi, namun demikian, pemerintah sebenarnya telah
melaksanakan berbagai macam upaya untuk mengurangi masalah sosial, tetapi
hasilnya masih belum optimal. Ini terbukti masih ada kawasan kumuh baik yang
berkategori kumuh kota, kumuh pantai, dan kumuh pinggiran yang masih perlu
pembenahan.
Adapun tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman melalui suatu upaya penanganan
terpadu, baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, mau pun kondidsi sosial
ekonomi masyarakatnya.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas dan jiwa
kemandirian dalam pelaksanaan kegitan peningkatan kesejahteraan di lingkungan
tempat tinggalnya.
3. Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber
pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga/warga.
Jika kita perhatikan dengan seksama, proses penyusunan program-program
pembangunan yang dilakukan selama ini sesungguhnya merupakan mekanisme ideal,
artinya berniat mengakomodasikan sebesar-besarnya aspirasi masyarakat. Proses
penyusunan program pembangunan, dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai
dari kegiatan musyawarah pembangunan, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan
melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan, demikian seterusnya hingga
disalurkan di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan lintas unit-unit kerja
kabupaten/kota.3Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam
pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran
pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan.Dalam kaitan peran
penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya
yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk
menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan. Adapun yang
dimaksud dengan kuantitas penduduk meliputi jumlah, struktur komposisi, dan
pertumbuhan penduduk yang ideal melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan
angka kematian,dan persebaran penduduk yang merata.4
Adapun kegiatan yang ada di masyarakat Pa’baeng-baeng yakni untuk
pengembangan ekonomi di kelurahan ini ibu rumah tangga mendapat pelatihan
seperti menjahit, tata rias, pelatihan otomotif dan pelatihan komputer. sementara
untuk pria pengangguran akan diberikan keterampilan seperti pertukangan dan
pengelasan. Khusus untuk program rencana pengembangan sosial budaya yaitu
mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengasah keterampilan pemuda seperti kerja
bakti untuk masyarakat umum. Untuk program rencana pengembangan lingkungan,
3Halim A. Suhartini,Basyid Abd. Khambali imam, Model-Model Pemberdayaan
Masyarakat. hal.11
4http://www.faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, 16 juli 2012
di daerah ini akan di buat ruang terbuka hijau seperti taman bermain, bak sampah
untuk di olah, dan pengadaan motor sampah.
Sedangkan alasan saya tertarik untuk meneliti masalah ini karena peneliti
ingin mengetahui sejauh mana pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah
kemiskinan di kelurahan Pa’baeng-baeng dan sejauh mana peran pemerintah dalam
mengatasi masalah kemiskinan yang ada di masyarakat khususnya di kelurahan
pa’baeng-baeng.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti merasa perlu melakukan
penelitian tentang “Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di
Kelurahan Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate kota Makassar”.
Menurut Muh.Asri mengatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat bertujuan
untuk meningkatkan potensi Masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup
yang lebih baik bagi seluruh warga Masyarakat.
Pemberdayaan ini telah berdampak pada peran serta Masyarakat dalam
berbagai kegiatan pembangunan di kelurahan pa’baeng-Baeng seperti pembentukan
kelompok pemuda dan kelompok-kelompok kegiatan produktif lainnya.5
5Muh Asri, pemberdayaan masyarakat (skripsi fakultas ilmu sosial dan politik UIT
Makassar, 2010)
Karena itu penulis tertarik meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng Kecamatan
Tamalate Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
dan yang terlibat dalam proses pemberdayaan di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng
Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan
Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate kota Makassar
C. Defenisi Operasional
LPM ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ) Adalah salah satu lembaga
Pemberdayaan masyarakat yang tujuannya untuk  meningkatkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.
Salah satu bentuk kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat adalah kemampuan untuk mengelola dana
dari donatur dan APBD yang diberikan kepada tiap lembaga di bawah naungan
Kelurahan dengan konsep ( Top down ). Sedangkan kemandirian yang dimaksud
adalah dalam hal membuat program kemandirian masyarakat tersendiri salah satu
diantaranya membuat Pos Ronda. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat
( swadaya masyarakat ) dalam meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya.
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan
golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
Pelaksanaan adalah proses, cara, pembuatan pelaksanaan (rancangan
keputusan).
Pembangunan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia, baik secara indifidual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak
menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial.
Sebagaimana di uraikan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor apa yang
menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
di kelurahan Pa’Baeng-Baeng, maka definisi operasional dan indikator penelitian
adalah:
1. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi
yang di miliki oleh masyarakat kelurahan, sehingga masyarakat kelurahan
mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal. Indicator dan
pemberdayaan masyarakat  adalah :
a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
b. Kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan
c. Kemampuan masyarakat mengorganisasikan diri
d. Kemampuan masyarakat mengidentifikasi persoalan
2. Perencanaan pembangunan adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang
mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam
proses perencanaan pembangunan. Indikator tahapan keterlibatan masyarakat
dalam perencanaan pembangunan ini adalah :
a. Identifikasi masalah
b. Perumusan masalah
c. Persiapan
d. Penganggaran
3. Faktor pendukung adalah beberapa faktor yang memberikan kontribusi dalam
menyukseskan pelaksanaan pembangunan di kelurahan Pa’Baeng-Baeng.
Indicator dari faktor pendukung ini adalah :
a. Partisipasi masyarakat
b. Kapasitas SDM
c. Pengorganisasian
d. Pemerintahan kelurahan
e. Tokoh masyarakat
4. Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat pada
pelaksanaan pembangunan di kelurahan Pa’Baeng-Baeng dengan indicator
sebagai berikut :
a. Keterbatasan dana
b. Lemahnya SDM
c. Jadwal yang tidak tepat
d. Rendahnya sumber daya aparat kelurahan
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan di Kelurahan Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate kota
Makassar.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di
kelurahan Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate kota Makassar.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang di harapkan adalah sebagai berikut :
a. Secara akademik, penelitian ini di harapkan dapat menjadi kajian teoritis
yang lebih mendalam sehingga dapat di jadikan acuan ilmiah bagi perbaikan
dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan serta dapat memberikan kontribusi bagi
eksistensi perkembangan ilmu sosiologi.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai masukan
dan sumbangan pemikiran, khususnya bagi pemerintah kelurahan Pa’baeng-
Baeng Kecamatan Tamalate kota Makassar dalam upaya memecahkan
masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan dan pada masa yang akan datang.
E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Untuk mendapatkan gambaran awal tentang skripsi penulis, maka penulis
akan memberikan penjelasan sekilas tentang komposisi Bab sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan Merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar
belakang masalah, rumusan masalah, dan di lanjutkan dengan defenisi operasional,
tujuan dan manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan
di akhiri dengan komposisi bab atau garis-garis besar isi skripsi.
Bab II Tinjauan Pustaka Pada bab ini membahas tentang pemberdayaan
masyarakat, konsep perencanaan pembangunan, konsep kelurahan, pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan.
Bab III  Metode Penelitian Memuat penjelasan tentang gambaran umum
lokasi penelitian, jenis penelitian, lokasi dan unit analisis penelitian, sumber dan
teknik pengumpulan data, defenisi operasional.
Bab IV Hasil Penelitian Bab ini memuat tentang gambaran umum lokasi
penelitian, profil kelurahan Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate kota Makassar,
Uraian tugas dan susunan organisasi pemerintah kelurahan Pa’baeng-Baeng
Kecamatan Tamalate kota Makassar, Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah.
Memuat tentang pemberdayaan masyarakat di kelurahan Pa’baeng-Baeng Kecamatan
Tamalate Kota Makassar, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan Pa’baeng-Baeng
Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
Bab V Kesimpulan Memuat kesimpulan akhir sebagai jawaban atas
persoalan yang di bahas oleh  peneliti, dan di samping itu di kemukakan pula saran-
saran sebagai rekomendasi penulis untuk di kembangkan pada masa yang akan
datang.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang lebih luas.Dalam
pemberdayaan individu, pemberdayaan sering di samakan dengan kekuatan dan akses
terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan individu di gambarkan
bagaimana individu memilih maupun mengontrol aspek kehidupannya baik dalam
pekerjaan, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan
keputusan sosial, dan lain sebagainya.6
Pemberdayaan merupakan suatu proses perluasan asset dan kemampuan
orang miskin/lemah untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol
dan memintakan pertanggung gugatan (accountability) lembaga yang mempengaruhi
kehidupannya. Pada bagian pendekatan pemberdayaan di tunjukkan untuk
mengembangkan kekuatan bagi orang miskin dalam halpengetahuan mereka, skil,
nilai-nilai, inisiatif dan motivasi penyelesaian masalah, mengelola sumber daya dan
reaksi keluar dari kemiskinan.
a. Pengertian LPM
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu Lembaga
Kemasyarakatan yang ada di Desa / Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan masyarakat
6Prijono, S.Onny dan A.M. Pranarka, 1996, Pemberdayaan, konsep, kebijakan dan
implementasi, CSIS, Jakarta.hal.62
sebagai mitra kerja Pemerintah Desa / Kelurahan dibentuk untuk mengelola,
merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong
royong masyarakat.
b. Visi dan Misi LPM
Visi LPM
Meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa / Kelurahan dan meningkatkan
posisi tawar masyarakat rentan dengan berbagai pelaku pembangunan lainnya
termasuk pemerintah.
Misi LPM
Meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa / Kelurahan dan meningkatkan
posisi tawar masyarakat rentan dengan berbagai pelaku pembangunan lainnya
termasuk pemerintah.
c. Tujuan  LPM
Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi
masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh
warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya.
Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui
pendidikan formal dan non formal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan
masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka
sendiri” atau “membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri.
Tujuan yang akan di capai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah
masyarakat yag mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola
fikir yang kosmopolitan.7
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan
potensi yang di miliki masyarakat kelurahan sehingga masyarakat kelurahan
mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal.
Masyarakat yang berdaya di tandai oleh tiga ciri utama yakni : Pertama
masyarakat yang mandiri secara ekonomi mengandung makna bahwa anggota
masyarakat secara ekonomi dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dengan
pendapatan sendiri atau usaha sendiri. Kedua bebas secara politik di tandai oleh dua
ciri yaitu : pertama bebas memberikan suaranya dalam pemilu; kedua bebas berupaya
memperoleh keuntungan politik. Ketiga manusia yang berdaya adalah mampu
menyelesaiakan masalahnya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan dari pihak lain.
Kemampuan seseorang keluar dari masalah yang di hadapinya merupakan ciri utama
dari manusia yang berdaya. Kalau pun mereka membutuhkan pertolongan manusia
lain bukan berarti ia tidak mampu menyelesaikan masalahnya, akan tetapi supaya
masalah yang di hadapinya lebih cepat selesai.
Pemberdayaan masyarakat terutama di pekelurahan tidak cukup hanya
dengan upaya peningkatan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama
atau memberi modal saja, akan tetapi harus di ikuti pula dengan perubaha struktur
7Widjaja, H.A.W, 2005, Otonomi kelurahan merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh,
grafindo persada, Jakarta.hal 169
sosial ekonomi, mendukung berkembangnya potensi masyarakat kelurahan melalui
peran peningkatan produktifitas dan efesiensi serta memperbaiki empat akses, yakni :
1. Akses terhadap sumberdaya
2. Aksesterhadap teknologi
3. Akses terhadap pasar
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.8
Proses pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung makna,
terdapatnya faktor inisiatif yang berasal dan berkembang dari masyarakat sendiri,
sedangkan peranan pemerintah bertindak sebagai penampung dan
mempertimbangkan keluhan masyarakat. Dalam hal ini aparatur pemerintah sangat
dituntut agar memiliki kepekaan serta kemampuan untuk dapat memberi respon,
terhadap inisiatif dan keluhan yang berasal dari tingkat bawah daripada menonjolkan
kepentingan mereka sendiri atau berdalih pada menjaga kewibawaan
pemerintah.Dalam kenyataan, inisiatif dan keluhan masyarakat bawah seringkali
diabaikan, dan untuk memperoleh perhatian dan tanggapan mereka terpaksa
mengambil jalan pintas walaupun kadang-kadang merupakan pelanggaran hukum,
yaitu dengan melakukan pengrusakan ataupun pembakaran.
Pada hakikatnya partisipasi sosial mengandung makna agar masyarakat lebih
berperan dalam proses pembangunan, mengusahakan penyusunan program-program
pembangunan melalui mekanisme dari bawah ke atas (bottom up), dengan pendekatan
8Ibid
memperlakukan manusia sebagai subyek dan bukan obyek pembangunan.
Keberdayaan rakyat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-
pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri
sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu.9
Faktor-faktor yang turut memperburuk citra kinerja penyusunan program-
program pembangunan , juga tidak terlepas dari terjadinya perbedaan pemahaman
tentang pembangunan dan partisipasi masyarakat, yang dapat ditinjau dari dua sudut
pandang:
Pertama, dari perspektif pemerintah, partisipasi yang dikehendaki adalah
yang lebih menekankan pada pengorbanan dan kontribusi rakyat dari pada hak rakyat
untuk ikut menikmati manfaat pembangunan itu sendiri.
Kedua, dari perspektif rakyat, partisipasi merupakan praktek dari
keadilan.Oleh karena itu, pemahaman partisipasi sebagai pemberdayaan rakyat atau
empowering people, meliputi praktek keadilan dan hak untuk menikmati hasil
pembangunan yang mungkin dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang
berkepentingan.
Upaya memberdayakan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program-
program pembangunan (daerah), harus dilakukan melalui tiga cara Pertama,
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk
berkembang.Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dalam masyarakat
9Hasibuan S.P. Malayu, Manajemen sumber daya Manusia, Semarang : 1995, hal.17
memiliki potensi yang dapat dikembangkan.Hakikat dari kemandirian dan
keberdayaan masyarakat adalah keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk
mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu
diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses
kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok
masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.
Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan
menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan
prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan
fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling
bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat makin
berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran.
Dalam upaya memberdayakan masyarakat ini, yang penting antara lain adalah
peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada
sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan
kerja, dan pasar.
Ketiga, memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela
kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan
sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi
yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat
mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.Melindungi dan membela
harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak
seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.
Dalam kerangka ini, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, merupakan langkah yang amat penting bagi gerak akselerasi tahap
ketiga dalam pembangunan demokrasi kita. Dalam proses pembangunan manusia
yang berkesinambungan, hendaknya tidak hanya difokuskan pada peningkatkan
pertumbuhan ekonomi saja, namun pengembangan sumber daya manusia dan
pemberdayaan masyarakat yang pro-kaum miskin, pro-petani, pro-pekerja, pro-
wanita, dan pro-demokrasi juga perlu mendapat perhatian.10
Salah satu kunci utama dari keseluruhan upaya yang dapat dilakukan untuk
mengeliminasi permasalahan tersebut adalah bagaimana memperkuat kemampuan
masyarakat lapisan bawah, yang masih berada dalam kondisi tidak mampu
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan, dan membutuhkan
pertolongan agar lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi dan
demokratisasi. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat mengandung makna
mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar
masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan
sektor kehidupan. Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela
dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak
seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Masyarakat yang perlu diberdayakan
10http://www.Pemberdayaan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah,8 Juni
2008
antara lain kaum buruh, orang miskin di kota, kelompok masyarakat dalam kondisi
yang marginal, dan dalam posisi lemah, serta pinggiran.
Pemberdayaan rakyat merupakan proses yang tidak dapat dilakukan secara
partial, tetapi membutuhkan strategi pendekatan yang menyeluruh. Pemberdayaan
bukan hanya meliputi individu dan kelompok masyarakat lapisan bawah (grassroots),
pinggiran (peripheris).
Berkenaan dengan peningkatan kualitas program pembangunan, banyak hal
yang harus di perhatikan oleh masyarakat. Diantaranya adalah harus mampu
menciptakan sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah
sejak dari langkah awal (perencanaan) hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang
di harapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud. Dengan
demikian, maka tujuan dan dampak yang di timbulkan dari program pembangunan
benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat.11
Ada empat elemen kunci dalam pemberdayaan yaitu:akses informasi,
partisipasi,Akuntabilitas dan kemampuan organisasi lokal. Keempat elemen
pemberdayaan ini bekerja secara sinergi. Akses informasi yang tepat waktu dan
mudah di mengerti, pengikut sertaan dan partisipasi, akuntabilitas dan investasi dalam
kapasitas organisasi lokal seluruhnya saling memperkuat satu sama lain untuk
mewujudkan hasil dalam hal penanggulangan kemiskinan yang lebih baik.12
11 Ibid
12 Narayan, Deepa,2002.Empowerment and poperty Reduction. The World Bank.
Washington, D.C.hal. 14.18,76
Berdasarkan uraian di atas, proses pemberdayaan masyarakat melihat peran
serta semua elemen masyarakat.partisipasi semua elemen Masyarakat ini sangat di
tentukan oleh perilaku dan administrasi pemerintahan yang baik dan bersih. Konsep
ini mengacu pada konsep Good Government and Good Governance. Penjelasan
konsep ini sebagai berikut :
1. Konsep Good Government
Konsep good government berkaitan erat dengan konsep clean
government.Kata government itu sendiri berkaitan dengan lembaga atau Negara
dalam Good Government mengutamakan kepentingan Masyarakat banyak atau
bangsa di atas segalanya dari pada kepentingan kelompok.
Sebelum mendefinisikan good governance menjelaskan makna dari
governance. Governance adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di
dalam satu Negara, termasuk (1) proses pemerintah di pilih, di pantau dan di
gantikan, (2) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan melaksanakan
kebijakan secara efektif, dan (3) pengakuan masyarakat dan Negara terhadap berbagai
institusi yang mengatur interaksi antara mereka. Unsur yang terakhir dapat di lakukan
melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi dan
representasi.Kewenangan adalah hak pemerintah untuk membuat keputusan dalam
bidang tertentu.Walau pun ini merupakan hak dan suatu pemerintah modern, namun
yang terpenting adalah bagaimana melibatkan persepsi rakyat tentang tindakan yang
perlu di lakukan pemerintah.Legitimasi di peroleh karena masyarakat mengakui
bahwa pemerintah telah menjalankan perannya denagn baik, atau kinerja dalam
menjalanka kewenangan itu tinggi. Representasi di artikan sebagai hak untuk
mewakili pengambilan keputusan bagi kepentingan golongan lain dalam kaitannya
dengan alokasi sumber daya.
Berdasarkan pengertian governance, pendefinisian good governance tidaklah
terbatas pada baigamana pemerintah menjalankan kewenangannya dengan baik
semata, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi
dalam mengontrol pemerintah untuk menjalankan wewenang tersebut dengan
baik.Karenanya sering kali tata pemerintahan yang baik din pandang sebagai “sebuah
bangunan dengan 3 tiang”.Ketiga tiang itu adalah transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi.13
Kunci utama memahami good governance adalah memahami atas prinsip-
prinsip di dalamnya.Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan di dapatkan tolak ukur
kinerja suatu pemerintahan. Baik burukya pemerintahan bias di nilai bila ia telah
bersinggungan dengan semua unsure prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip
ini di uraikan satu persatu sebagai berikut :
a. Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,
baik baik secara langsung mau pun lembaga-lembaga perwakilan sah yang
mewakili kepentingan mereka.Partisipasi menyeluruh tersebut di bangun
13Pohan, konsep-konsep pemberdayaan dan kebijakannya.Bumi aksara, Jakarta. Hal 34
berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta
kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
b. Tegaknya supermasi hukum
Kerangka hukum harus adil dan di berlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di
dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak azazi manusia.
c. Transparansi
Transparansi di bangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses
pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia harus
memadai agar dapat di mengerti dan di pantau.
d. Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
e. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembagamembuahkan hasil sesui
kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber
daya yang ada seoptimal mungkin.
f. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-
organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun
kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.Bentuk pertanggung
jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya.
Berdasarkan uraian tentang good government dan good governance, dapat di
simpulkan bahwa good government lebih berkaitan dengan prilaku yang baik dan
lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan dan mengemban fungsi mengelola
administrasi pemerintahan.Sedangkan good governance lebih menggambarkan pada
pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Di tingkat kelurahan
konsep tata pemerintahan ( Good Governance) merujuk pada pola hubungan antara
pemerintah kelurahan, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan
sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses
pemerintahan. Hubungan yang di idealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang
dan proporsional antara empat kelembagaan kelurahan tersebut.14
Dengan demikian cakupan tata pemerintahan (Governance) lebih luas di
bandingkan dengan pemerintah (Government), karena unsur yang terlihat dalam tata
pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada di kelurahan,termasuk di
dalamnya ada unsur pemerintah (Government).
Hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan,
adalah jika hanya menciptakan pemerintah kelurahan yang baik, maka tata
pemerintahan kelurahan yang baik belum tentu dapat tercipta, Tapi kalau yang di
ciptakan adalah tata pemerintahan kelurahan yang baik maka dengan sendirinya
pemerintah kelurahan yang baik juga akan tercipta. Hal tersebut di karenakan dalam
penciptaan tata pemerintahan kelurahan yang baik telah di lakukan upaya mendorong
partisipasi dan pemberdayaan semua kelembagaan kelurahan baik dari pemerintah
14Mustopadidjaja, Manajemen pembangunan, Elekx Media Komputindo. Jakarta. Hal 59
kelurahan, kelembagaan politik kelurahan, kelembagaan ekonomi kelurahan serta
kelembagaan sosial kelurahan, dan kelompok masyarakat dalam proses pemerintahan
dan pembangunan di tingkat kelurahan.15
B. Konsep Perencanaan Pembangunan
Dalam model proses manajemen, perencanaan adalah kegiatan yang cukup
penting  dalam seluruh kegiatan pemenuhan keinginan untuk mencapai tujuan
tertentu. Keinginan untuk mencapai tujuan ini di penuhi melalui manajemen
pencapaian tujuan tertentu juga. Dalam proses manajemen, fungsi yang dalam
urutannya menempati posisi awal kegiatan adalah perencanaan. Karena itu fungsi ini
sangat menentukan arah pencapaian tujuan.
Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta
menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perlukan untuk
mencapai hasil yang di inginkan.16
Definisi lain tentang perencanaan bahwa perencanan adalah suatu proses
yang bersifat sistematis, terkoordinir dan berkesinambungan, sangat terkait dengan
kegiatan pengalokasian sumber daya, usaha pencapain tujuan dan tindakan-tindakan
di masa depan.17
15Ibid
16Hasibuan,S.P Malayu, 2005. Manajemen sumber daya manusia. Edisi Revisi Cet I. Bumi
Aksara, Jakarta. hal.249
17Syamsuddin,sudahka aspirasi masyarakat terakomodirdalam rencana
pembangunan,hal.34
Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa dalam perencanaan
pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang dapat di katakana sebagai
unsure-unsur dalam perencanaanitu sendiri. Ada pun unsur-unsur yang di maksud
meliputi :
1. Adanya asumsi-asumsi yang di dasarkan pada fakta-fakta ini berarti bahwa
perencanaan hendaknya di susun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi
yang di dukung dengan fakta-fakta yang ada. Hal ini menjadi penting
karena hasil perencanaan merupakan dasr bagi pelaksanaan suatu kegiatan
atau aktivitas.
2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan
kegiatan yang akan di lakukan. Ini berarti bahwa dalam penyusunan
rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif/pilihan sesui dengan
kegiatan yang akan di laksanakan.
3. Adanya tujuan yang ingin di capai. Dalam hal ini perencanaan merupakan
suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan untuk melalui pelaksanaan
kegiatan.
4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
5. Adanya kebijakan sebagai hasil keputusan yang harus di laksanakan.
Selanjutnya mengenai pengertian pembanguanan, para ahli memberiakan
defenisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaanNamun secara umum ada
suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan
perubahan.
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang
kehidupan yang di lakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu.
Pembangunan nasional di Indonesia, misalnya, merupakan suatu proses perubahan
yang di lakukan berdasarkan rencna terentu, dengan sengaja, dan memang di
kehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun
masyarakat.18
Ada pun pendapat lain yanglebih sederhana yakni sebagai suatu proses
perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang di lakukan secara terencana.19
Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai daerah (wilayah)
pembnagunan di mana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat di
nyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan
pembangunan yang di maksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah
perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan
lingkungannya dalam wilayah /daerah tertentu, denagn memanfaatkan atau mendaya
gunakan sebagai sumber daya yang ada, dan ham memiliki orientasi yang bersifat
menyeluruh, lengkap tapi tetap berpegang pada azaz prioritas.20
18Soekanto, Soejono, Sosiologi suatu pengantar,grafindopersada,Jakarta,hal.454
19Kartasasmita,Ginanjar,Administrasi pembanguanan, perkembangan pemikiran dan
prakteknya di Indonesia, Jakarta.hal.9
20Ibid
Pengertian perencanaan pembanguanan daerah dapat di lihat berdasarkan
unsur-unsur yang membentuknya.Sebagaimana di ketahui, ‘’perencanaan
pembangunan daerah” merupakan suau sistem yang di bentuk dari unsur-unsur
perencanaan, pembangunan daerah merupakan sutu system yang di bentuk dari unsur-
unsur perencanaan pembangunan dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari
setiap unsur tersebut, kemudian di ambil suatu kesimpulan secara konvergensi, akan
terbentuk suatu pengertian yang utuh.21
Perencanaan pembangunan daerah otonom dalam kajian ini di pandang
sebagai manajemen pembangunan daerah dengan tujuan mengoptimalkan
pelaksanaan otonomi daerah. Disamping perencanaan, yang menempati posisi
sebagai input adalah pemberdayaan masyarakat seoptimal mungkin. Pemberdayaan
ini ada baiknya dalam penyusunan rencana-rencana muapun pelaksanaannya.
Sesudah pemberdayaan masyarakat dan perencanaan akan muncul output berupa
pelaksanaan ootonomi daerah. Outcomme dari seluruh proses manajemen yang
demmikian adalah efektifitas pelaksanaan otonomi daerah saat ini.
Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik
dari berbagai pelaku baik umum maupun pemerintah, swasta maupun kelompok
masyarakat lainnya pada tingkat yang berbeda untuk menghadapi saling
ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial,ekonomi dan aspek-aspek
lingkungan lainnya dengan cara :
21Baratakusumah, Dedy supriadi 2005, perencanaan pembangunan daerah:strategi
menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daearah, Jakarta.hal.1
1. Terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan
daerah.
2. Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan
Daerah.
3. Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (strategi)
4. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
Sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat daerah dapat di tangkap secara berkelanjutan.
Kondisi yang di hadapi dalam perencanaan pembangunan dapat di
kelompokkan ke dalam dua aspek. Pertama adalah yang berkaitan dengan
epistemologi, misalnya berupa pengetahuan dan teknologi yang di miliki yang
berkaitan dengan proses perencanaan, sedangkan yang kedua adalah yang berkaitan
dengan exiology, seperti nilai dan tujuan itu sendiri.
Aspek di petakkan dalam 3 bagian :pertama, menunjukkan kawasan di
mana tingkat pengetahuan dan teknologi yang kita miliki relative memadai di
bandingkan dengan nilai dan tujuan pembangunan yang ada umumnya juga
terdevinisi dengan baik.
Pada kawasan ini di gunakan perencanaan pembangunan yang tergolong
dalam model rasional komprehensif, di mana dominasi para perencana dalam
penyususnan rencana pembangunan, umumnya sangat menonjol, Kedua,kawasan
yang mewakili kondisi di manatingkat pengetahuan dan teknologi tidak sepenuhnya
dapat menangani nilai dan tujuan pembnagunan yang juga semakin konpleks,
berhubung semakin tingginya ketidak pastian yang di hadapi. Oleh karena itu, di
gunakan model perencanaan pembngunan partisipasif yang melibatkan sebanyak
mungkin unsure Masyarakat, dengan harapan akan mampu mengurangi resiko akibat
ketidak pastian. Ketiga, kawasan yang merepresentasikan kondisi pengetahuan dan
teknologi di bidang perencanaanpembnagunan sudah sangat tidak memadai karena
semakin meningkatnya konpleksitas pembangunan, pada kawasan ini alternatif
pendekatan pembangunan yang di gunakan adalah model adaptif, yaitu model
perencanaan yang secara kontinyu melakukan modifikasi terhadapa perencanaan
pembangunannya agar senantiasa sesuai dengan kondisi lingkungan strategisnya.22
C. Konsep Kelurahan
Kelurahan merupakan pemerintahan yang langsung berhubungandengan
rakyat Hal itu menyebabkan kelurahan memiliki arti sangat strategis sebagai basis
penyelenggaraan pelayanan publik dan memfalisitasi pemenuhan hak-hak rakyat
setempat.
Kelurahan adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
susunan asli berdasarkan hal asas yang bersifat istimewa.Definisi tentang kelurahan
sendiri sampai sekarang masih perlu di kaji karena batasannya menjadi perdebatan
panjang di kalangan para ahli. Kelurahan di bentuk berdasarkan kebutuhan
masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah yang lain berbeda kulturnya.
22Nugroho Riant Dr dan Wrihatnolo R Randy, Manajemen perencanaan pembangunan.
Media komputindo, h. 36
Secara historis kelurahan merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat
politik dan pemerintahan di Indonesia.Jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk,
masyarakat kelurahan adalah masyarakat sosial yang memegang teguh adat istiadat,
telah menjadi lembaga sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini
merupakan lembaga yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri
yang mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan luar.
Otonomi tersebut yang yang kemudian di kenal dengan ”otonomi kelurahan”.
Seiring dengan perkembangannya, sebagai konsekwensi Negara hukum,
maka perubahan format politik dan sistem pemerintahan harus di tindak lanjuti
dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan
dengan di lakukannya peraturan pelaksanaan yang mengatur kelurahan.23
Adapun peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur tentang
kelurahan adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan kemudian
di atur lebih rinci dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang kelurahan. Menurut
ketentuan UU tersebut, kelurahan di beri pengertian sebagai : “Kelurahan adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam system
pemerintahan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia”.
23Widjaja, H.A.W, Otonomi kelurahan merupakan otonomi yang asli, Bulat dan utuh,
Grafindo persada Jakarta.hal.3
Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran terhadap UUD
1945 khususnya pasal 186 (amandemen II) dan TAP MPR No.IV/MPR/2000. Dalam
pasal 18B di sebutkan bahwa:
1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan undang-
undang.
2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan
Repoblik Indonesia yang di atur dalamundang-undang.24
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sangat jelas bahwa kelurahan
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam
segala aspek penghidupan kelurahan.Baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan
pemberdayaan masyarakat. Di samping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat
hokum berdasarkan hak,asal usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan
terhadap hak-hak asli masyarakat kelurahan dengan landasan keaneka ragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dapat di katakan bahwa yang termuat dalam UU secara jelas menempatkan
kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang
secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota
komunitasnya.
24Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah kelurahan terdiri atas
kepala kelurahan dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri atas sekretaris
kelurahan dan perangkat kelurahan lainnya. Lebih lanjut di jelaskan dala PP No. 72
Tahun 2005 tentang kelurahan di sebutkan bahwa Kepala Kelurahan dan Perangkat
Kelurahan, di mana tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan
adalah kepala kelurahan dan perangkatnya.
Selanjutnya pemerintahan kelurahan adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dengan pemerintah kelurahan dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repoblik
Indonesia.25
D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam  Pembangunan
Paradigma pembangunan adalah kontruksi tentang realitas yang di fungsikan
untuk meneliti dan menganalisis fenomena alam dan sosial.Dalam kaitan tersebut,
paradigma pembangunan adalah kontruksi fikiran rakyat tentang realitas
pembangunan dan masalah-masalah pembangunan. Dalam pembangunan di kenal
tiga  jenis paradigma pembangunan yaitu:
1. Paradigma pembangunan yang berfokus pada pemerataan
2. Paradigma pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan
3. Paradigma yang berfokus pada pemberdayaan rakyat.
25Peraturan pemerintah no 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan kelurahan.
Paradigma pembangunan yang berfokus pada pemerataan adalah yang
menjadikan pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai issue sentral dalam
pembangunan. Kesejahteraan rakyat yang merata menjadi keinginan yang di
dahulukan.
Paradigma pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan adalah paradigm
yang menjadikan pertumbuhan sebagai issue sentral dalam pembangunan. Paradigma
itu mengharapkan perolehan devisa Negara yang tinggi. Namun kurang
memperhatikan kondisi kesejahteraan rakyatpada umumnya.
Paradigma pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan rakyat adalah
paradigma yang menjadikan rakyat sebagai issue sentral pembangunan, baik dalam
konstruksi konsep dan praktik pembangunan yang menyetarakan kehendak dan
krativitas rakyat, yang mengembangkan kemampuan rakyat, dan mempertimbangkan
penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan.
Proses pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerap kali di
lakukan dari atas ke bawah (top down).
Program pengembangan masyarakat biasanya di lakukan di tingkat pusat
(atas) dan di laksanakan oleh instansi propinsi dan kabupaten. Masyarakat sering kali
di ikutkan tanpa di berikan pilihan  dan kesempatan untuk member masukan. Dalam
visi ini masyarakat di tempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar.
Program yang di lakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak
berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat, sehingga mereka merasa
kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya. Bantuan yang di
berikan menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan
masyarakat dari pada menolongnya.
Dari kondisi ini, pendekatan di kembangkan dengan menempatkan
masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan.Pendekatan tersebut lebih
bersifat pemberdayaan masyarakat.Pemerintah Indonesia telah menguji coba
pendekatan ini, namun belum di terapkan secara luas.
Pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat
agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses
sumber daya setempat sebaik mungkin.Sasaran utama Pemberdayaan Masyarakat
adalah masyarakat miskin. Dalam prosesnya perlu di perhatikan bahwa perempuan
akan terlibat secara aktif. Proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk Dinas dan
Instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap kebutuhan pelanggan.
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1. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat
Sosialisasi pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah suatu kegiatan yang
sangat penting untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat.
Sosialisasi pemberdayaan pada masyarakat membantu untuk meningkatkan
pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat
menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.27
2. Proses Pemberdayaan Masyarakat
26Prijono, S.onny dan A.M.Pranarka,pemberdayaan, konsep, kebijakan dan
implementasi.Hal.56
27 Salman, Darmawijan,Konsep dan kerangka pemberdayaan Masyarakat, hal.19
Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan
kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (tujuan umum) dalam
proses masyarakat bersama-sama:
1. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluang
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkah hasil kajian
3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok
4. Memantau proses dan hasil kegiatannya secara terus menerus
(monitoring dan evaluasi partisifatif)
Pelaksanaan tahap-tahap di atas sering bersamaan dan bersifat proses yang di
ulang terus-menerus. Pemberdayaan masyarakat kerap kali di lakukan melalui
pendekatan kelompok di mana anggota bekerja sama dan berbagi pengalaman dan
pengetahuannya. Untuk pengembangan kelompok adakegiatan –kegiatan khusus yang
berjalan bersamaan dengan kegiatan lain. Berkaitan dengan pemberdayaan
masyarakat untuk memandirikan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya,
maka arah pendampingan kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-
benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.
Monitoring dan evaluasi merupakan suatu tahap yang sangat penting dan
bermaksud untuk memperbaiki proses secara terus-menerus agar tujuan akan tercapai.
Aspek-aspek yang di monitor dan di evaluasi meliputi proses pencapaian dan dampak
proses pemberdayaan masyarakat.
Dalam seluruh proses, pemerintah berperan sebagai pendamping atau
fasilitator saja. Semakin lama kegiatan berjalan semakin kurang peran fasilitator.
Pemunduran pemerintah bukan satu tahap tetapi suatu proses yang di lakukan secara
pelan-pelan.
Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran
terus menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-
upaya peningkatan taraf hidupnya. Artinya bahwa peran pemerintah akan pelan-pelan
di kurangi dan akhirnya akan berhenti. Peran pemerintah sebagai fasulitator akan di
penuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang di anggap mampu oleh
masyarakat.
Pada hakekatnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan merupakan hal
yang baru.Usaha pengembangan masyarakat terutama di landasi oleh ajaran
keagamaan, nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan tradisional seperti semangat
gotong royong.Pengembangan masyarakat di masa lalu berkaitan dengan
konteksmemperjuangkan kemerdekaan sedangkan pada masa sekarang kegiatan
pemberdayaan masyarakat berorientasi pada partisipasi pembangunan dalam konteks
transformasi sosial.28
Tiga strategi pendekatan yang di pakai dalam proses pemberdayaan
masyarakat pertama, the welfare approach, yaitu membantu memberikan bnatuan
kepada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya mereka yang terkena musibah
28Prijono.S. onny dan A.M.Pranarka, pemberdayaan, konsep, kebijakan dan
implementasi.hal.23
bencana alam. Pendekatan ini tidak di maksudkan memberdayakan rakyat dalam
menghadapi proses politik dan pemiskinan rakyat pendekatan kedua adalah the
development approach, terutama memusatkan perhatian pada pembangunan
peningkatan kemandirian, kemampun dan keswdayaan masyarakat. Sedangkan
pendekatan ketiga adalah the empowerment approach, yang melihat kemiskinan
sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melihat rakyat
mengatasi ketakberdayaannya.29 Ketiga pendekatan ini kemudian di adopsi oleh
kebanyakan LSM di Indonesia dalam proses pemberdayaan rakyat.30
Upaya memberdayakan masyarakat harus di lakukan melalui tiga cara.
Pertama, menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
untuk berkembang, kondisi ini di dasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dan
masyarakat memiliki potensi yang dapat di kembangkan.Hakikat dari kemandirian
dan keberdayaan rakyat adalah keyaknan bahwa rakyat memiliki potensi yang dapat
di kembangkan.Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan
bahwa rakyat memiliki potensi untuk menorganisasi dirinya sendiri dan potensi
kemandirian tiap individu perlu di berdayakan.Kedua, memperkuat potensi atau daya
yang di miliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah yang
nyata.Menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana danfasilitas yang dapat
di akses oleh lapisan masyarakat yang paling bawah.Ketiga, memberdayakan rakyat
dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.Dalamproses
29Sumaryadi, I Nyoman, perencanaan pembangunan Daerah Otonom dan pemberdayaan
masyarakat.hal.156
30Ibid
pemberdayaan harus di cegah jangan samapai yang lemah bertambah lemah atau
makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.Oleh karena itu, perlindungan dan
pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan
rakyat.Melindungi danmembela harus di lihat sebagai upaya untuk mencegah
terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitas atas yang lemah.31
3. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat
Ketertarikan organisasi dan individu terhadap pemberdayaan dapat menutupi
banyak faktor-faktor yang membantu dan menghalangi pengenalannya ke dalam
organisasi. Sering di perkirakan bahwa manfaat pemberdayaan masyarakat begitu
besar sehingga masyarakat akan secara langsung menjadi pengikut dan setia gerakan
tersebut. Bagaimana pun, suatu organisasisecara sungguh-sungguh menganggap
memperkenalkan pemberdayaan harus menantang asumsi ini dan mengevaluasi
banyak faktor yang mempengaruhi pemberdayaan tersebut.Organisasi adalah entitas
yang dinamis dan selalu berubah.Oleh Karena itu, pertama, kesediaan organisasi
untuk menerima pemberdayaan tergantung pada situasi yang di hadapi oleh
organisasitersebut.Kedua, ada pemikiran bahwa pemberdayaan itu tidak untuk setiap
orang.Para manajer berasumsi bahwa setiap orang ingin di berdayakan dan di berikan
kesempatan untuk memperluas keterampilan danlebih bertanggung jawab.Asumsi
inidi dasarkan pada keyakinan bahwa manusia secara alamiah ingin belajar
mengembangkan potensinya, lebih mengontrol lingkungan kerjanya.Ketiga,
31Kartasasmita, Ginandjar, administrasi pembangunan, perkembangan pemikiran dan
prakteknya di Indonesia.hal.19
ketergantungan adalah budaya. Manusia sudah dapat di kondisikan untuk berprilaku
dalam cara tertentu. Kita terbiasa dalam hirarki, birokrasi, control manajemen yang
tegas sehingga membuat kita terpola dalam berfikira dan berbuat dalam rutinitas.32
Keempat para manajer tdk mau melepaskan kekuasaan.Pelepasan kekuasaan
oleh para menejer kepada orang-orang di bawah mereka merupakan inti dari
pemberdayaan.Kelima, adalah batas pemberdayaan. Dalam proses pemberdayaan,
sangatlah penting bahwa orang mempunyai pemahaman yang realistis tentang apa
yang akan di capai. Pemberdayaan memberikan setiap orang kesempatan untuk
mendapat dan menerima keterampilan dan tanggung jawab tambahan. Keenam, para
manajer dalam organisasi yang mengembangkan pemberdayaan hams mengubah
persepsi mereka tentang karyawan, terutama dalam organisasi dengan hirarki
tradisional. Ketujuh, pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat .suatu
organisasi tidak bijaksana memperkenalkan pemberdayaan bersamaan dengan
perubahan yang signifikan. Hal yang mendasar dari seluruh perubahan adalah
gangguan dari system, metode yang ada, dan lebih penting hubungan manusia.
Kedelapan, memperkenalkan pemberdayaan dalam suatu organisasi membutuhkan
investasi sumber daya yang besar .orang perlu memahami proses dan mengetahui apa
hasil yang akan di capai. Mereka memerlukan pembinaan untuk melihat bagaimana
pekerjaan dan tanggung jawab mereka akan berubah dan untuk mempelajari
32Sumaryadi, I Nyoman, perencanaan pembanguanan daerah otonom dan pemberdayaan
masyarakat.hal.156
keterampilan untuk melaksanakannya secara efektif. Pembinaan itu mahal dan
membutuhkan waktu.
Pada level unit, departemen dan seksi, ada beberapa faktor yang menjadi
ukuran pemberdayaan. Ukuran-ukuran tersebut meliputi : (a) pemahaman tentang
pemberdayaan oleh para manajer dan karyawan, (b) sumber daya yang di alokasikan
untuk mengembangkan budaya pemberdayaan, (c) pergantian tenaga kerja (d) indeks
moril dan kepuasan, (e) fleksibilitaskaryawan, (f) kurangnya perlawanan terhadap
perubahan, (g) pertumbuhan keterampilan dan kemampuan karyawan, (h) tingkat
kepercayaan, (i) jumlah orang yang di promosi, (i) suasana di antara staf dan (k)
derajat delegasi nmanajemen.
Pada level individu, pemberdayaan dapat di ukur melalui (a) semangat yang
di ungkapkan oleh masyarakat, (b) keinginan individu untuk belajar hal-hal baru, (c)
keterbukaan masyarakat terhadap usulan dan konsep terbaru, (d) derajat pengambilan
resiko, (e) jumlah usulan dan perbaikan yang di rekomendasikan, (f) tingkat kerja
sama antar individu, dan (g) derajat ketidak tergantunagan yang di perlihatkan oleh
setiap orang.33
E. Kerangka konseptual
33Sumaryadi, I Nyoman, perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan
masyarakat. Hal,155
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BAB III
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan di guanakan dalam penelitian ini adaalah
deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang,
lembaga, masyarakat dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang
tampak atau sebagaimana adanya.34 Penelitian deskriptif di maksudkan untuk
mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, di mana peneliti
mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian
hipotetis.35Pendapat lain mengatakan metode deskriptif adalah suatu metode dalam
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, kelas
peristiwa di masa sekarang, yang tujuannya untuk membuat deskripsi, atau gambaran
untuk lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat
serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.36
Penelitian ini mengurai dan memecahkan masalah yang muncul sekaligus
sebagai evaluasi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam proses pemberdayaan
pembangunan di Kelurahan Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate kota Makassar.
Selanjutnya dari hasil penelitian ini di hasilkan suatu rekomendasi terhadap
permasalahan yang akan diteliti.
34Nawawi, hadari,metode penelitian bidang sosial.cetakan ke-11, Yogyakarta,hal 40
35Singarimbun,effendi,Metodologi Penelitian survey, Jakarta,hal 28
36Nazir, Mohammad, metode penelitian,Ghalia Indonesi, Jakarta,hal 75
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk
mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk
menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan di
peroleh nantinya. Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :
1. Wawancara (Interview)
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab
kepada informan yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan strata sosial untuk
mendapatkan unformasi yang lebih mendalam dan akurat yaitu dari pihak masyarakat
yang terdiri dari Ketua RT,  Ketua RW, Ketua LPM dan Staf Kelurahan.
2. Observasi
Observasi sering kali orang mengartikan sebagai suatu aktifitas yang sempit,
yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata namun dalam arti
psikologis observasi atau yang juga di sebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan
pemuatan perhatian.
3. Jenis dan Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian ini di ambil dari bahan–bahan data
sekunder. Data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen yang ada di kantor
Kelurahan. Sedangkan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman akan
persoalan khususnya menyangkut Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan
pembangunan yang di laksanakan melalui wawancara dengan narasumber yang
relevan dan berkompeten sesuai dengan materi penelitian.
4. Teknik Penentuan Informan
Teknik penentuan informan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan yang di tentukan oleh peneliti
sendiri. Teknik ini di gunakan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang jelas
dari informan, yaitu yang ahli dalam fokus penelitian sehingga data yang di peroleh
lebih akurat.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih
mudah di baca dan di interpretasikan. Langkah pertama yang perlu di lakukan dalam
menganalisis data adalah dengan cara mereduksi data-data yang telah terkumpul,
sehingga bisa di temukan pokok-pokok tema yang di anggap relevan dengan masalah
dan tujuan penelitian.
Proses selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi
penyimpulan data dilakukan setelah data di sajikan dalam bentik deskripsi dengan
pemahaman interpretasi logis. Interpretasi atau inferensi di lakukan dengan dua cara,
pertama interpretasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan intrepetasi atas
data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya. Kedua adalah peneliti bila
mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang di dapatkannya
dari analisis di bandingkan dengan kesimpulan penelitilain atau dengan
menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori. 37
Pada penelitian ini analisis terhadap interpretasi data hanya akan
menggunakan cara pertama yaitu, bahwa interpretasi terhadap data yang telah
direduksi hanya akan di lakukan pada data dan hubungan yang ada dalampenelitian
ini tanpa membandingakan dan menghubungkan dengan teori maupun kesimpulan
peneliti lain.38
37Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, Metodologi Peneliti Survey. Jakarta, hal 95
38Singarimbun, Masri dan Effendi sofian, Metodologi peneliti survey. Jakarta
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
LPM ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ) Adalah salah satu lembaga
Pemberdayaan yang ada dalam masyarakat yang tujuannya untuk  meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.
Salah satu bentuk kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat adalah kemampuan untuk mengelola dana
dari donatur dan APBD yang diberikan kepada tiap lembaga di bawah naungan
Kelurahan dengan konsep ( Top down ). Sedangkan kemandirian yang dimaksud
adalah dalam hal membuat program kemandirian masyarakat tersendiri diantaranya
membuat Pos Ronda dan kegiatan keterampilan lainnya seperti menjahit, kursus
komputer,dan kursus pengelasan. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat (
swadaya masyarakat ) dalam meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya.
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan
golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
Pelaksanaan adalah proses, cara, pembuatan pelaksanaan (rancangan
keputusan).
Pembangunan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia, baik secara indiidual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak
menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial.
A. Profil kelurahan Pa’baeng-Baeng kecamatan tamalate kota Makassar
Kelurahan Pa’Baeng-Baeng merupakan wilayah kecamatan Tamalate kota
Makassar yang terdiri dari 10 organisasi Rukun warga dan 10 organisasi Rukun
tetangga dengan luas wilayah sekitar  5.490 Ha/M2. Yang di gunakan untuk luas
pemukiman, luas persawahan, luas kuburan, luas pekarangan, luas taman, luas
perkantoran, luas prasarana lainnya.
Kelurahan Pa’Baeng-Baeng di huni oleh penduduk sebanyak 16230 jiwa.
Khusus mengenai keadaan kependudukan kelurahan pa’baeng-baeng senantiasa
menunjukkan perubahan tiap tahunnya dan cenderung mengalami kenaikan jumlah
penduduk. Hampir seluruh penduduk kelurahan pa’baeng-baeng terdiri atas suku
bugis Makassar bahkan penduduk yang non muslim juga berbaur dengan penduduk
muslim sehingga adat istiadat masyarakat kelurahan pa’baeng-baeng di warnai
dengan pengaruh kebudayaan agama islam. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada
tabel.
Tabel 1. Keadaan penduduk kelurahan pa’baeng-baeng yang di rinci menurut
jenis agama.
No Jenis Agama Jumlah
1. Islam 12651
2. Kristen 1360
3. Katolik 764
4. Hindu 338
5. Budha 90
Jumlah 15203
Sumber Data : Olahan Data sekunder kelurahan tahun 2012
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk pemeluk
agama islam sangat mendominasi di kelurahan pa’baeng-baeng yakni sebanyak
12651 jiwa penduduk yang tersebar pada 9 buah Masjid Sedangkan penduduk
menurut tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Keadaan penduduk Kelurahan Pa’baeng-baeng yang di rinci
menurut tingkat  pendidikan
No. Jenjang Pendidikan Jumlah
1. SD 673
2. SLTP 750
3. SLTA / SMA 525
4. DIPLOMA ( D1 ) 321
5. DIPLOMA ( D2 ) 167
6. DIPLOMA ( D3 ) 172
7. SARJANA ( S1 ) 418
8. SARJANA ( S2 ) 445
9. SARJANA ( S3 ) 215
Jumlah 3686
Sumber Data :  Olahan Data sekunder Tahun 2012
Wilayah kelurahan pa’baeng-baeng keadaan alamnya dapat di klasifikasikan
atas dua bagian yakni wilayah perumahan termasuk wilayah yang dihuni oleh
pegawai, yang kedua adalah wilayah perdagangan yang merupakan wilayah bagi
pengusaha kontrakan dan kost. Untuk mengetahui mata pencaharian penduduk
jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3. Keadaan mata pencaharian penduduk Kelurahan Pa’baeng-baeng
Kecamatan Tamalate.
No Mata Pencaharian Jumlah
1. PNS 520
2. Pengrajin Industri Rumah Tangga 176
3. Pedagang Keliling 762
Jumlah 1458
Sumber Data : Olahan data sekunder kelurahan Pa’baeng-baeng Tahun 2012
Data tabel 3di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk di
kelurahan pa’baeng-baeng, Nampak bahwa pegawai negeri sipil dan pedagang
keliling merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh penduduk
di kelurahan pa’baeng-baeng. Kondisi demikian di sebabkan karena di kondisi
kelurahan pa’baeng-baeng merupakan wilayah yang membutuhkan tenaga kerja,
penduduk yang bermata pencaharian sebagai pengolah jasa manusia, juga pada
umumnya tingkat pendidikan dan kemampuan modal yang masih rendah, sehingga
kurang mampu untuk memilih mata pencaharian yang lebih efisien dan produktif
seperti kegiatan di sektor pemulung, tukang becak dan tukang batu.
Ada pun batas wilayah di Kelurahan pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate
sebagai berikut :
Tabel 4. Batas Wilayah kelurahan pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate
BATAS KELURAHAN KECAMATAN
Sebelah Utara Banta – bantaeng Rappocini
Sebelah Selatan Jongaya Tamalate
Sebelah Timur Mannuruki Tamalate
Sebelah Barat Bongaya Tamalate
Sumber Data : Olah Data Kelurahan Tahun 2012
B. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pa’baeng-
baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar
Dalam rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peninggkatan mutu pelayanan kepada
masyarakat kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan
undang- undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan dengan mengacu
pada pasal 9 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 30 tahun 2005 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kelurahan dalam wilayah Kecamtan Tamalate
maka perlu di uraikan tentang tugas pemerintah kelurahan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tugas pemerintahandalam
lingkungan wilayah Kecamatan Tamalate dapat di uraika sebagai berikut :
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah yang ada di wilayah Kecamatan
Tamalate, yang dipimpin oleh seorang lurah sebagai kepala kelurahan yang yang ada
di wilayah kecamatan Tamalate. Sekertaris kelurahan adalah sekertaris lurah, di mana
kepala seksi adalah kepala seksi. Disamping itu terdapat kelompok jabatan fungsional
sebagai jabatan-jabatan fungsional pada kelurahan.
Kelurahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengkoordinasi dan
mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan
kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di
wilayahnya.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut antara lain
dapat di susun sebagai berikut :
1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pedoman kerja.
2. Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
3. Memberi penjelasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan tujuan yang hendak di capai.
4. Menilai prestasi kerja seksi dan sekertaris dengan cara mengevaluasi hasil
pelaksanaan tugas
5. Melaksanakan koordinasi dengan sekertariat untuk pembinaan karier
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk kelncaran pelaksanaan tugas.
Sekretariat kelurahan memiliki tugas menyusun rencana, melaksanakan
tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan,
umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud di atas, maka dapat
di rinci sebagai berikut :
1. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya
3. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar
4. Menilai hasil, kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan
tugas
5. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karier
6. Melaksanakan dan mengelola manajemen kesekretariatan kelurahan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.
Di samping sekretaris kelurahan, juga terdapat seksi pemerintahan yang
memilikitugas menyusun rencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
dan pemerintahan kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban serta melaporkan
kegiatan pelaksanaan tugas.
Uraian tugas sebagai mana di maksud dalam keputusan tersebut adalah dapat
di rinci sebagai berikut :
1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pemerintahan sebagai
pedoman kerja
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan
tugas sesuai tujuan yang hendak di capai.
3. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil
pelaksanaan tugas
4. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pembinaan karier.
5. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data di bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi
kependudukan.
8. Melakukan pembianaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
9. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum untuk
kelancaran dan keamanan pemilihan umum.
10. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seksi pembangunan memiliki tugas menyusun rencana, membantu
pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan fisik  dan pelestarian lingkungan
hidup, pelayanan umum, produksi dan distribusi serta membuat laporan pelaksanaan
tugas.
Uraian tugas sebagaimana di maksud dalam keputusan tersebut dapat di rinci
sebagai berikut :
1. Menyusun rencan dan program kerja seksi pembangunan sebagai
pedoman kerja.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan lancar.
3. Member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan kehendak yang ingin di capai.
4. Meniliai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil
pelakasanaan tugas.
5. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembianaan karier.
6. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang
pembangunan.
7. Melakukan kegiatan pembianaan terhadap perkoperasian, pengusaha
ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka
meningkatkan kehidupan perokonomian masyarakat.
8. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan
pembangunan.
Seksi kesejahteraan rakyat memiliki tugas menyusun rencana, membnatu
pembinaan koordinasi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan,
social dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda,
kewanitaan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Uraian mengenai tugas sebagaimana di maksud dapat di perinci sebagai
berikut :
1. Menyusun rencana dan program kerja seksi kesejahteraan rakyat sebagai
pedoman kerja
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan dengan lancar.
3. Member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
tujuan yang hendak di capai.
4. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan
tugas.
5. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
6. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan pembinaan dalambidang kesehatan, keagamaan, pendidikan,
keluarga berencana dan pendidikan masyarakat sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.39
39Sumber data Dari kelurahan tahun 2012
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C. Proses Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui proses pembangunan yang
di laksanakan di kelurahan Pa’baeng-baeng, Masyarakat kelurahan telah di libatkan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan.
Pemberdayaan masyarakat melalui proses perencanaan pembangunan di
kelurahan Pa’baeng-baeng di laksanakan melalui proses pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrembang) dengan menerapkan metode participatory
Rural Appraisal/PRA (pengkajian Kelurahan secara partisipatif). Proses ini juga
merupakan wadah untuk memberdayakan masyarakat dalam forum penyusunan
pembangunan di kelurahan yang membutuhkan proses dari bawah, yaitu pelaksanaan
musyawarah yang di lakukan secara partisipatif oleh kelompok masyarakat yang ada
di tingkat lingkungan.
1. Perencanaan Pembangunan
Proses penyusunan perencanaan pembangunan di kelurahan pa’baeng-baeng
Kecamatan Tamalate mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun
1982 tentang pedoman penyusunan perencanaandan pengendalian pembangunan
Daerah (PSD), seiring dengan di berlakukannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan.
Selanjutnya di jeaskan bahwa Musrembang kelurahan  musyawarah
kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder kelurahan (pihak yang
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahannya dan pihak akan terkena
dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran
berikutnya. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan proses musyawarah kelurahan harus
di laksanakan secara partisipatif (melibatkan semua stakeholder yang ada di tingkat
kelurahan).
Proses musrembang kelurahan memiliki pelaksanaan musrembang kelurahan
di laksanakan secara bertahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yaitu
mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan.
Dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program
pembangunan di Kelurahan Pa’baeng-baeng di lakukanproses perencanaan untuk
menentukan prioritas kegitan pembangunan yang akan di danai oleh APBD.
Untuk memulai perencanaan pembangunan di kelurahan pa’baeng-baeng
terlebih dahulu di lakukan penyusunan rencana tahap awal melalui musyawarah
partisipatif di tingkat lingkungan, guna merumuskan perencanaan sebagai instrumen
untuk menganalisa dan mengatasi masalah-masalah yang secara umum dan spesifik
di rasakan oleh masyarakat masing-masing lingkungan tersebut.
2. Musyawarah Perencanaan pembangunan Tingkat Lingkungan
Berdasarkan data yang penulis peroleh kegiatan ini di hadiri oleh 36 orang
peserta yang terdiri dari pihak pemerintah kelurahan, pimpinan dan anggota badan
perwakilan kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat umum.
Dalam musyawarah tersebut di paparkan permasalahan-permasalahan yang
di hadapi oleh warga yang kemudian di timpali dengan usulan-usulan kegiatan
sebagai solusi dari masalah tersebut.
Dalam musyawarah tersebut di paparkan beberapa usulan rencana
pembangunan di antaranya : Rehab jalan kelurahan, pemberian paping blok, setelah
pemaparan yang di berikan oleh LPM Kelurahan kegiatan Musrembang di lanjutkan
dengan menampung usulan-usulan dari tiap lingkungan sebagai hasil kesepakatan
Musrembang tingkat Lingkungan.
Tahapan terakhir dari pelaksanaan musyawarah pembangunan di kelurahan
Pa’Baeng-Baeng ini adalah perumusan usulan rencana pembangunan yang telah di
sepakati, setelah sebelumnaya melalui proses pemaparan, diskusi, dan prioritisasi.
Adapun kriteria usulan rencana pembangunan yang dapat di
prioritisasimenurut metode PRA antara Lain :
1. Usulan rencana pembangunan tersebut sangat penting untuk segera di
laksanakan.
2. Usulan rencana pembangunan tersebut ditujukan untuk memenuhi
kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum dan bukan untuk
kepentingan sekelompok orang.
3. Usulan rencana pembangunan tersebut telah di sepakati bersama dalam
forum musyawarah pembangunan kelurahan.
Berdasarkan uraian proses perencanaan pembangunan dengan menggunakan
metode partisipasi (PRA) menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat kelurahan Pa’Baeng-Baeng melalui musrembang tersebut telah cukup
memadai yakni telah terlaksananya perbaikan dan pelebaran jalan melalui tahap
proses perencanaan yang telah di capai adalah tahap identifikasi masalah, perumusan
masalah, persiapan dan penganggaran.
Pada tahap identifikasi masalah, masyarakat sudah dapat mengetahuai
permasalahannya sendiri khususnya item-item pembangunan apa yang harus  segera
di kerjakan untuk dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Usulan rencana
pembangunan telah lahir dari peran serta atau keterlibatan semua elemen masyarakat
di lokasi tersebut.
Pada tahap perumusan masalah, masyarakat telah melakukan melalaui
diskusi dan konfirmasi dengan berbagai elemen masyarakat berkaitan dengan urgensi
rencana pembangunan yang akan di usulkan pada tingkat Musrembang. Rumusan
masalah telah dapat di capai setelah ada kesepakatan yang di capai. Hasil kesepakatan
tersebut di bawa pada tingkat musrembang tingkat kelurahan.
Tahap persiapan dan penganggaran di lakukan pada saat musrembang, di
mana kelompok-kelompok pengusul diberi kesempatan oleh pasilitator untuk
mendiskusikan urgensi dari proyek yang di usulkan termasuk membuat draft
anggaran sementara ini dilakukan agar pihak Pemda dapat memperkirakan anggaran
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan tersebut.
Secara teoritis dan mengacu pada peraturan yang ada bahwa tahap
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi harus melibatkan masyarakat setempat, tetapi
karena item-item pembangunan di kelurahan Pa’Baeng-Baeng baru di usulkan maka
tahap ini belum dapat dilakukan.
Sejalan dengan tujuan penelitian ini, beberapa aspek penting dari
pemberdayaan masyarakat yang diperoleh peneliti selama proses musrembang yang
di mulai dari tingkat lingkunagan sampai kelurahan Pa’Baeng-Baeng antara lain :
1. Masyarakat mulai menyadari potensi dan hak-hak mereka untuk memilih,
menentukan dan mengontrol kehidupannya baik dalam bentuk pekerjaan,
akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan
keputusan pembangunan, dan lain sebagainya, berdasarkan kesadaran ini
mereka mulai mengetahui hak-hak mereka pada berbagai akses yaitu :
a. Akses terhadap sumber daya
b. Akses terhadap fasilitas kesehatan
c. Aspek terhadap pendidikan
d. Akses terhadap kesempatan kerja
e. Akses terhadap modal
Selain itu juga mereka mulai menyadari potensi dan hak-hak mereka untuk
menyalurkan aspirasi sekurang kurangny pada forum musrembang.
2. Pada sisi yang berlawanan kemiskinan dan ketertinggalan yang mereka
alami atau ketidak berdayaan, keterasingan yang mereka rasakan selama
ini akibat disebabkan oleh (1) ketidak mampuan mereka untuk
menggunakan sumber daya sosial yang ada dalam bentuk sumber
keuangan, informasi, pengetahuan dan keterampilan serta partisipasi
dalam organisasi sosial, (2) tidak adanya peran politik, berupa akses
individu dalam pengambilan keputusan, bukan hanya dalam hal memilih
melainkan juga dalam menyuarakan aspirasi dan untuk bertindak secara
kolektif.
3. Selama kegiatan musrembang berlangsung, mereka mulai menyadari
bagaimana partisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengontrol, dan
meminta pertanggung jawaban gugatan yang mempengaruhi
kehidupannya, khususnya pemerintahan kelurahan Pa’Baeng-Baeng.
4. Mereka mulai menyadari manfaat dari jaringan informasi, partisipasi dan
kelompok atau organisasi.
5. Mereka menyadari pentingnya proses dialog dalam mengidentifikasi dan
mengatasi persoalan yang mereka hadapi.
6. Mereka juga mulai menyadari betapa pentingnya peran fasilitator atau
pihak luar dalam proses pengalihan/pemberian, transfer ilmu dan
teknologi dari luar untuk meningkatkan kapasitas dan potensi yang
mereka miliki
7. Mereka mulai menyadari manfaat kerja sama atau kebersamaan antara lain
(a) baik rasa ikut bertanggung jawab dan rasa saling memiliki terhadap
masalah yang di hadapi. (b) kesadaran berkembang untuk berperan serta
dalam meningkatkan keinginan untuk memakai sumber-sumber daya
untuk kepentingan bersama. (c) memupuk kesadaran untuk saling
kerjasama, mengembangkan rasa kekeluargaan dan memperkokoh
kelompok dalam mencegah perpecahan.
D. Faktor-faktor yamg mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat dalam
proses Perencanaan pembangunan di Kelurahan Pa’baeng-Baeng.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat di sajikan beberapa masalah yang
menjadi penghambat  dan pendukung dalam proses pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan pa’baeng-baeng, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan
musrembang dan implementasinya dapat di kemukakan sebagai berikut :
1. Faktor pendukung
a. Partisipasi masyarakat
Hasil observasi lapangan pada pelaksanaan musrembang yang di mulai dari
tingkat lingkungan sampai pada tingkat kelurahan menunjukkan bahwa masyarakat
kelurahan pa’baeng-baeng memperlihtkan semangat dan sikap antusias untuk tetap
mengikuti pelaksanaan musrembang. Hal ini dapat di lihat dari persentase kehadiran
masyarakat yang mencapai 85 persen dari undangan yang di berikan hadir pada
pelaksanaan kegiatan tersebut sementara sisanya tidak hadir karena alas an sakit dan
ada acara keluarga.
Menurut Bapak Wahyu salah satu anggota LPM mengatakan bahwa :
perkembangn pemberdayaan yang di bawah naungan LPM seharusnya telah mereke
gunakan dengan membuka usaha dari program lain elah di gunakan perbaikan jalan
yang rusak di RW 06 jembatan kecil agar saluran air di got bisa lancar tidak
menyebabkan banjir di RW 07 dan sekarang paving blok di tiap RW.40
Partisipasi masyarakat ini mencerminkan bahwa mereka telah menyadari
posisisnya sebagai salah satu bagian darinproses perencanaan pelaksanaan
pembangunan di daerahnya. Hal ini sejalan dengan salah satun pendapat informan
sebagai berikut :
Sekali pun mereka memiliki kegiatan lain, mereka berusaha untuk datang pada
pelaksanaan musrembang, karena mereka merasa bahwa mereka lebih
mengetahui apa yang di perlukan oleh kelurahannya.41
Ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta mereka
dalam pembangunan tidak bisa di abaikan.
b. Kemampuan mengidentifikasi permasalahan sendiri
Berdasarkan hasil observasi pada pelaksanaan musrembang yang di mulai
dari tingkat lingkungan sampai pada tingkat kelurahan, kemudian di lakukan
pemeriksaan silang dengan usulan masyarakat kelurahan pa’baeng-baeng, dapat di
katakan bahwa mereka telah dapat mengidentifikasi permasalahan yang mereka
hadapi sendiri sesuai kondisi objektif di lapangan. Hal ini dapat di lihat dari beberapa
usulan item pembangunan yang mereka kemukakan dalam pelaksanaan musrembang
baik pada tingkat lingkungan mau pun pada tingkat kelurahan seperti pelebaran jalan,
pmbuatan jembatan kecil dan pemasangan lampu jalan.
40Bapak Wahyu, Anggota LPM “wawancara” di kantor pemberdayaan Masyarakat, tgl 21
September 2012
41Bapak Abd Rahim,staf Kelurahan Pa’Baeng-Baeng,”wawancara” di kantor Kelurahan, tgl
17 september 2012
Menurut Ibu Tati mengatakan bahwa : Manfaat LPM di sini cukup
membantu biaya kehidupan yang di bagi dalam dua bagian yaitu dana yang
berbentuk fisik dan non fisik, dengan dana non fisiklah saya bisa menambah modal
usaha untuk membuat aneka macam pakaian untuk di jual dan bantuan fisik mereka
telah gunakan untuk perbaikan jalan dll yang nampak.42
c. Kemampuan organisasi
Kemampuan organisasi dalam pengertian penelitian ini adalah kapabilitas
masyarakat dalam memanfaatkan pelaksanaan kegiatan musrembang ini untuk
meloloskan keinginan mereka dengan mengusulkan item-item pembangunan
berdasarkan kemampuan mereka mengidentifikasi persoalan yang mereka hadapi
sendiri.
Berdasarkan hasil observasi selam proses pelaksanaan musrembang
menunjukkan secara keseluruhan masyarakat kelurahan Pa’Baeng-Baeng telah
mampu memanfaatkan kegiatan Musrembang ini untuk mencapai apa yang mereka
inginkan sekalipun mereka menyadari bahwa hasil musrembang tingkat lingkungan
sampai kelurahan masih harus di usulkan pada tingkat kecamatan sampai kabupaten.
2. Faktor Penghambat
a. Terbatasnya Dana Pelaksanaan Musrembang
Dana selalu menjadi masalah penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan,
demikian juga dalam pelaksanaan Musrembangdi kelurahan Pa’Baeng-Baeng. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor dana mnejadi salah satu penyebab sehingga
42Ibu Tati, penjahit pakaian “wawancara” di kediamannya di kelurahan pa’Baeng-Baeng tgl
23 September 2012
pelaksanaan Musrembang tidak terlaksana sebagaimana yang di harapkan . hal ini
terungkap pada saat wawancara bersama kepala kelurahan Pa’Baeng-Baeng
menyatakan bahwa :
Yang menjadi masalah utama dalam musrembang adalah masalah Dana.
Bagaimana kita mau melakukan Musrembang dengan melibatkan semua stakeholder
sedangkan Dana untuk pelaksanakan Musrembang dari pemerintah tidak ada. Kalau
kita mengundang masyarakat apa lagi dalam jumlah yang banyak pasti kita
membutuhkan Dana.43
Sejalan dengan pendapat informan ini, pendapat informan lain sebagaimana
yang di kemukakan oleh ketua LPM mengemukakan sebagai berikut
Saya melihat selain masalah waktu pelaksanaan Musrembang salah satu
faktor penghambat adalah anggaran perencanaan belum turun dan juga sumber
daya manusianya kurang.44
Kurangnya Dana dan anggaran perencanaan belum turun sebagaimana yang
di kemukakan oleh kedua informan Nampak pada pelaksanaan Musrembang yang di
mulai dari tingkat lingkungan sampai tingkat kelurahan. Ini terbukti dengan ketidak
seriusan fasilitator dalam penyelenggaraan Musrembang dan pelaksanaan
Musrembang yang selalu di tunda-tunda.
b. Jadwal pelaksanaan Musrembang
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan
Musrembang yang di mulai dari tingkat lingkungan sampai tingkat kelurahan selalu
43Bapak Arief.S.SH kepala Kelurahan Pa’Baeng-baeng, “wawancara” di kantor Lurah,  tgl.
12 September 2012
44Bapak Andi Rifai, Ketua LPM, “wawancara” di kantor Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Pa’Baeng-Baeng, tgl. 17 september 2012
bertabrakan dengan kegiatan Masyarakat lainnya karena di sebabkan oleh pengaturan
waktu pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah kelurahan yang selalu menunda dengan
alasan belum tersedianya dana untuk pelaksanaan Musrembang pada tingkat
lingkungan bahkan pada pelaksanaan kegiatan Musrembang tingkat kelurahan. Hal
ini sejalan dengan pendapat salah seorang informan mengemukakan sebagai berikut :
Harusnya Musrembang sudah di lakukan tetapi selalu di tunda karena
selain terhambat oleh Dana juga kurangnya komunikasi atau koordinasi kepada
warga.45
c. Lemahnya SDM Aparat dan Masyarakat di Kelurahan Pa’Baeng-
Baeng
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi SDM di kelurahan
Pa’Baeng-Baeng masih rendah walaupun sebahagian  warga berpendidikan tinggi,
tetapi mereka belum bisa membantu kepala kelurahan secara maksimal dalam
melaksanaakan fungsi perencanaan dikelurahan mereka.
Kualifikasi pendidikan ini terbukti pada pelaksanaan kegiatan Musrembang
di mana peran pemerintah kelurahan sebagai fasilitator belum dapat terlaksana
dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat salah satu informan yaitu tokoh
masyarakat menyatakan bahwa :
45Ibu SulastrI, Anggota LPM, “wawancara”di kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
tgl 20 september 2012
Salah satu kendala dalam pelaksanaan Musrembang di tingkat kelurahan
adalah kurang SDM bagi perangkat-perangkat kelurahan, selain itu juga karena
masih banyak warga yang belum memahami tentang bagai mana proses
Musrembang yang sebenarnya dan juga kemampuan SDM mereka sangat terbatas,
oleh karena itu warga dan perangkat-perangkat kelurahan perlu di beri pembinaan
agar mereka mampu membantu kepala kelurahan sesuai dengan fungsinya.46
Pada pelaksanaan Musrembang yang di lakukan dengan metode partisipatif
yaitu masyarakat di beri kesempatan secara luas untuk menyampaikan berbagai
permasalahan, mengidentifikasi masalah merumuskan masalah dan menyampaikan
gagasan-gagasan dan ide, maka dapat di katakana bahwa sumber daya aparat dan
masyarakat di kelurahan Pa’baeng-Baeng masih rendah.
d. Pemahaman yang salah bahwa Perencanaan Pembangunan adalah
tugas Pemerintah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di kelurahan
Pa’Baeng-Baeng baik pada Masyarakat pada tingkat lingkunagan samapai tingkat
kelurahan masih beranggapan bahwa perencanaan pembangunan merupakan tugas
pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang di katakan oleh salah satu informan
seorang tukang becak pada saat wawancara menyatakan sebagai berikut ;
“perencanaan pembangunan bukan tugas kita masyarakat tetapi tugas pemerintah,
kita tidak perlu ikut serta lebih baik kita pergi kerja”47 Berdasarkan uraian
menunjukkan bahwa usaha untuk mendorong Pemberdayaan Masyarakat di
46Bapak Mappigau,SH, ketua RT, “wawancara” di kediamannya di kelurahan Pa’Baeng-
Baeng, tgl, 22 Agustus 2012
47Bapak Lahuddin dg ngitung, tukang becak,”wawancara” di kelurahan Pa’Baeng-
Baeng,tgl,3 september 2012
perhadapkan dengan beberapa kendala dan faktor pendukung. Aspek sumber daya
manusia dan ketersediaan dana menjadi faktor yang dominan dalam usaha untuk
memfasilitasi pemberdayaan Masyarakat.
Menurut Bapak Thamrin mengatakan bahwa : bantuan yang di kelurakan
oleh LPM sangat membantu bagi masyarakat pa’Baeng-Baeng yang tidak punya
modal karena dengan dengan adanya bantuan dari LPM masyarakat bisa lebih
sejahtera paling tidak bisa meringankan beban hidup masyarakat pa’Baeng-Baeng 48
Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, mengutamakan
inisiatif dan kreasi Masyarakat, dengan strategi pokok memberi kesempatan seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
Menurut informan lain Ibu Leny yang berprofesi sebagai tukang jahit juga
menambahkan : pada program ini terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat yang
putus sekolah dengan memberikan kursus gratis di setiap RW dengan utusan di setiap
RW, kursus di sediakan yaitu kursus pengelasan, kursusus menjahit, kursus komputer
dll, dari yang tidak tau sama sekali bisa menjadi tau dan menjadi mitra kerja dengan
pihak-pihak lain yang mendukung program sosial ini.49
Hasil penelitian yang di laksanakan di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng
menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan telah  cukup memadai sekali pun beberapa factor penghambat masih di
jumpai dalam pelaksanaan pembangunan.
Menurut Bapak Irsak mengatakan bahwa : saya berterima kasih kepada
LPM yang sudah membantu saya  memberikan kursus pengelasan sehingga saya
sudah bisa mandiri dan sudah bisa mempekerjakan dua orang pekerja yang
membantu saya.50
48Bapak Thamrin, Anggota LPM, “wawancara” di kantor Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat K elurahan Pa’baeng-Baeng, tgl, 24 September 2012
49Ibu Leny penjahit pakaian “wawancara” di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng tgl 25 September
2012
50Bapak Irsak tukang Las ‘wawancara” di tempat bengkel pengelasan di kelurahan
Pa’baeng-Baeng, tgl 26 September 2012
Tahap proses pemberdayaan di kelurahan Pa’Baeng-Baeng yang telah di
capai melalui proses perencanaan pembangunan atau Musrembang yaitu adalah tahap
identifikasi masalah, perumusan Masalah, persiapan, pemnganggaran, tahap ini telah
menanamkan kesadaran kritis tentang peran mereka dalam proses pembangunan51.
Untuk mendorong partisipasi dan etos kerja masyarakat. Selain dari itu,
tahap pengorganisasian komunitas (community organizing). Proses ini telah tercipta
melalui pelaksanaan Musrembang yang di mulai dari tingkat lingkungan sampai
tingkat kelurahan wadah bagi warga masyarakat kelurahan Pa’Baeng-Baeng untuk
memberdayakan sumber daya yang ada, mengidentifikasi persoalan yang mereka
hadapi, menyalurkan aspirasi, membangun aksi kolektif dan saling belajar untuk
peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, di harapkan mereka
memiliki kemampuan mengatasi kebutuhan/masalah secara mandiri dan
menggunakan atau mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki52
Kemampuan masyarakat Kelurahan Pa’Baeng-Baeng dalam memanfaatkan
kegiatan Musrembang sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi berdiskusi atau
bertukar pendapat mengenai masalah-masalah yang di hadapi baik selama kegiatan
masih berlangsung maupun setelah kegiatan berakhir mencerminkan bahwa
masyarakat Pa’Baeng-Baeng sudah dapat berorganisasi dengan baik. Potensi ini
seharusnya mendapat dukungan pemerintah sebagai facilitator dalam kegiatan
51Tampu bolon, Mangantas, 2001, Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan
pemberdayaan partisipasi Masyarakatdalam pembangunan sesuai tuntutan otonomi daerah,
http://www.depdiknas.go.id/pendidikanpola pemberdayaan masyarakat.htm,tgl 24 desember 2012
52Tangan,Robinson,2005, perencanaan pembangunan wilayah,Bumi Aksara, Jakarta, hal.3
musrembang. Proses pemberdayaan dapat di lakukan secara indifidual maupun
kolektif. Tetapi karena proses itu merupaka wujud perubahan sosial yang menyangkut
relasi atau hubunagn antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang di cirikan
dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu yang senasib untuk
saling berkumpul dalam suatu kelompok dan membentuk suatu sosial networkdan
relasi pemberdayaan memerlukan fasilitator.53
Proses pelaksanaan perencanaan pembangunan (Musrembang) di kelurahan
Pa’Baeng-Baeng yang di lakukan dengan menggunakan metode partisipatif atau PRA
(Participatory Rural Appraisal) dalam kenyataan menunjukkan hasil yang tidak
maksiamal karena selain keterbatasan sumber daya aparat dan masyarakat kelurahan
Pa’Baeng-Baeng dalam memahami metode tersebut tetapi juga karena faktor-faktor
dana, konsep masyarakat yaqng salah tentang proses pelaksanaan pembangunan yang
semata-mata merupakan tugas pemerintah. Permasalahan ini tentu sangat terkait
dengan kurangnya peran aparat pemerintah sebagai fasilitator dalam
mengkomunikasiakan tentang bermanfaat musrembang bagi pemberdayaan
masyarakat54
53Prijono, S. Onny dan A.M. Pranarka,1996,pemberdayaan, konsep,kebijakan, dan
implementasi,CSIS,Jakarta,hal.138
54Kartasasmita, Ginanjar, 1S97, Administrasi Pembangunan : Perkembangan pemikiran dan
prakteknya di Indonesia. LP3ES, Jakarta,h.91
BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai
berikut :
Bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan potensi yang di miliki oleh masyarakat kelurahan, sehingga
masyarakat kelurahan mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal.
Indikator dalam pemberdayaan masyarakat  adalah :
a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
b. Kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan
c. Kemampuan masyarakat mengorganisasikan diri
d. Kemampuan masyarakat mengidentifikasi persoalan
Pelaksanaan pemberdayan masyarakat di kelurahan Pa’Baeng-Baeng melalui
perencanaan pembangunan atau musrembang telah mencapai tahap identifikasi
masalah, persiapan dan penganggaran. Pelaksanaan pemberdayaan ini telah
melibatkan stakeholder di kelurahan Pa’Baeng-Baeng sesuai dengan peraturan yang
ada. Selama tahapan proses musrembang berlangsung, masyarakat mulai menyadari
peran mereka dalam proses pembangunan yaitu bagaimana berpartisipasi,
bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan meminta pertanggung jawaban gugatan
lembaga yang mempengaruhi kehidupannya, khususnya pemerintahan Kelurahan
Pa’Baeng-Baeng.
Faktor penunjang pelaksanaan proses pemberdayaan pembangunan di
Kelurahan Pa’Baeng-Baeng yaitu, :
a. Partisipasi masyarakat dengan membuat keterampilan sendiri yakni
mengadakan kursus menjahit bagi kalangan ibu rumah tangga, kursus
komputer dan kursus pengelasan bagi kepala rumah tangga yang nantinya
dengan diadakannya kursus-kursus tersebut maka mereka mampu
melanjutkan apa yang diketahuinya dengan membuka lahan pekerjaan
sendiri dirumah.
b. Kapasitas SDM,
c. Pengorganisasian,
d. Peran pemerintah kelurahan, dan
e. Tokoh masyarakat, sedangkan
faktor penghambat yaitu keterbatasan dana, lemahnya sumber daya manusia,
ketidaksesuaian jadwal, dan pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai
keberadaan LPM di mana tujuan LPM adalah untuk menghimpun Masyarakat agar
lebih mandiri dan berdaya guna.
B. Saran-Saran
Ada pun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut
1. Proses pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak hanya di lakukan melalui
proses perencanaan pembangunan (Musrembang) yang telah di fasilitasi
pemerintah tetapi juga dapat di lakukan melalui wadah lain yang di tangani
oleh lembaga swadaya masyarakat, kelompok usaha produksi dan kegiatan-
kegiatanlainnya yang bersentuhan langsung dengan proses pemberdayaan
masyarakat.
2. Pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan di kelurahan Pa’Baeng-Baeng, pihak pemerintah kecamatan
sebaiknya lebih terlibat langsung di posisi sebagai fasilitator baik pada aspek
material maupun pada aspek dukungan moril.
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